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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis dari data yang didapatkan dari proses
wawancara yang sudah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka
sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peradilan etika di Polda DIY belum efektif karena dilihat dari
jumlah pelanggaran yang terjadi, cenderung meningkat. Hasil dari
penelitian ini berdasarkan data yang didapatkan, kasus pelanggaran Kode
Etik Profesi Polri di Polda DIY masih cenderung mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, sejak tahun 2014. Dalam
pelaksanaannya masih banyak terjadi kesulitan-kesulitan baik dari sesi
kesadaran masyarakat, anggota kepolisian, maupun dari sarana atau
fasilitas dalam melaksanakan tugas. Selain itu, pelaksanaan pengawasan
belum berjalan dengan maksimal,sehingga pelaksanaan peradilan etika
Kepolisian di POLDA DIY belum dapat memberikan efek jera kepada
anggota Polri di wilayah DIY.

2. Dampak Penjatuhan sanksi terhadap polisi yang melanggar kode etik
kepolisian tidak semua berdampak secara langsung kepada anggota Polri,

hal ini disebabkan oleh kepribadian setiap orang yang berbeda-beda,
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karena ada beberapa anggota yang bandel dan tetap mengulangi
pelanggaran, ada pula yang berdampak secara langsung kepada anggota
Polri sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran. Hal ini, menunjukkan
bahwa ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun
2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011lbelum sepenuhnya
dijalankan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda DIY.

Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan peradilan etika di
Polda DIY belum efektif karena dilihat dari jumlah pelanggaran yang terjadi,

cenderung meningkat

B. Saran
1. Penegakan KEPP dilaksanakan lebih tegas, sehingga anggota Polri
semakin taat dan membuat efek jera bagi anggota Polri yang sudah pernah
melakukan pelanggaran.
2. Meningkatkan fasilitas serta kuantitas dari pengawas sehingga

pelaksanaan penegakan KEPP dapat berjalan dengan optimal.
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